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TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakhn ketentuan Pasal 17
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau
Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Teﬁtara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota temtang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2020; |

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor S55) Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor $7) tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia | Tahun 1959 Nomor
73,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); ‘

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daera (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara = Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah  Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung
(Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun
1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3213);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah
Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3254);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau
Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 654{)";



Menetapkan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang PedomaT Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
\

!

9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Nomor 09 Tahun 019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI LAINNYA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud

dengan: ‘

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
adalah warga negara Indonesia yang memenubhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan. f

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah
Anggota DPRD Kota Bandar Lampung.




3.

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari pemberi kerja | kepada pegawai yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan
perundang — undangan,

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang
ditunjuk  untuk encairkan dana yang
bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disebut SP2D adal surat perintah yang
diterbitkan oleh Bad Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara
Umum Daerah, untuk pelaksanaan Pengeluaran
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS

Paé,al 2

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020
diberikan kepada:

a.
b.

a0

PNS; :

PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah
baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya
dibayar oleh instansi induknya;

PNS penerima Uang Tunggu;

Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;dan

Calon PNS. ‘

Pasal 3

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu
sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada
bulan Juli 2020 yang meliputi:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.




(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada
bulan Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dibayz%rkan sebesar penghasilan
yang seharusnya diterima karena berubahnya
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap
diberikan selisih | kekurangan Gaji atau
Penghasilan Ketiga Belas.

Pas‘14

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak

diberikan kepada:

a. Walikota dan Wakil Walikota;

b. Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

c. Dewan Pengawas BLUD;

d. Pejabat Pengelola BLUD; dan

e. PNS yang sedang imenjalani cuti di luar
tanggungan negara atau ditugaskan di luar
instansi pemerintah daerah.

BA$IH
PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS

Pasal 5

(1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas untuk PNS,
dan Pegawai lainnya dibayarkan pada Bulan
Agustus.

(2) Dalam hal pemberié.n Gaji atau Penghasilan
Ketiga Belas belum dapat dibayarkan dapat
dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 6

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan
SP2D Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV
PENDANAAN

P‘a17

Pemberian gaji atau benghasilan Ketiga Belas
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun
Anggaran 2020.



Peraturan Walikota ini mu ai berlaku pada tanggal
diundangkan. ;

Agar setiap orang meng uinya memerintahkan
pengundangan Peratura ‘J Walikota ini dengan
penempatannya dalam B : ta Daerah Kota Bandar

Lampung,. i

i
Ditetapkan di Bandar Lampung
_pada tang al W SepomeR 20100

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

ap/DTO

H%RMAN Htf

Diundangkan dx Bandar Lampyfig l
pada tanggal “ SePrEMBER

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAWUNG
Cap/Dto

BADRI TAMAM H
BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 24



